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Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis
yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah
menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengkreditkan
barang, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh
Pelabuhan, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 27 Mei 2015,
yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan
dengan register Nomor 102/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 27 Mei 2015, telah
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan

alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam
pada tanggal 11 Agustus 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor
-, tanggal 12 Agustus 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan
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puwsan'm%\rbIEWaa%géjanrﬁaqgnidDua Pitue, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi

Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan
Cik Ditiro, Gang Jeruk RT 18, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten
Nunukan, selama 13 tahun;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri yang baik, dantelah dikaruniai 1 (satu) orang anak
bernama anak (Penggugat dan Tergugat), umur 11 tahun;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :

a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat saat masuk rumah sakit
dan harus rawat inap selama 2 hari, karena sakit Tipus;

b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anaknya
yang menyinggung perasaan Penggugat;

c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan
dengan laki-laki lain tanpa alasan;

d. Tergugat selalu tidak ada waktu untuk Penggugat dan anaknya, lebih
mementingkan pekerjaannya;

e. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat;

f. Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat karena sering
menjelekkan Penggugat dan pernah berkata yang tidak selayaknya
diucapkan seorang Suami kepada Istrinya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan bulan
Maret tahun 2015, akibatnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan
kembali ke rumah orangtua Penggugat;

6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
sampai sekarang selama satu minggu ;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah

ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
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pumsagim 'éﬁWé‘h&%%ng%?uE’rga sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta — fakta tersebut diatas Penggugat
sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada menerusakan perkawinan,
oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus di tempuh

oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta

berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat
telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya
yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 kali, yang dibacakan di
depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar
mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusaﬂﬂg}%al%\g})aﬂg%a KI° l{%mor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya tersebut,
Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

e Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap,
tanggal 4 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah di beri meterai
cukup dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, oleh
Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 35 tahun:

e bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

e bahwa Saksi adalah kakak angkat Penggugat;

e bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

e bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
setelah menikah tinggal bersama di Nunukan;

e bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

e bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya baik-baik saja, namun sekarang mereka sudah tidak
harmonis lagi;

e bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

* bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan dan

pertengkaran adalah Tergugat tidak perhatian kepada
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putusan.mahkamah%%ré%@goa.j[d pada saat Penggugat dirawat di rumah sakit,
Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, Tergugat tidak

menghargai orang tua Penggugat dan Tergugat menuduh
Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

e bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3
(tiga) bulan yang lalu;

e bahwa Saksi/pihak keluarga pernah memberikan nasehat
kepada Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah

bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

1. saksi 2, umur 29 tahun:

e bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

e bahwa Saksi adalah teman Penggugat;

e bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan
telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

e bahwa setelah menikah menurut cerita Penggugat,
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat;

e bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya baik-baik saja, namun sekarang mereka
sudah tidak harmonis lagi;

®* bahwa menurut cerita Penggugat, mereka sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

e bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar
Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

e bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

e bahwa menurut cerita Penggugat penyebab perselisihan
dan pertengkaran adalah Tergugat tidak perhatian kepada
Penggugat pada saat Penggugat dirawat di rumah sakit,

Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, Tergugat
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puwsan'mahkamahagu%gaq(o"r%enghargai orang tua Penggugat dan Tergugat

menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

e bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3
(tiga) bulan yang lalu;

e bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada
Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah

bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan
akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan
mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini
semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk
mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada
berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara
patut dan resmi untuk datang menghadap di persidangan tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan
tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu
halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat

agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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putusan.mah If\ﬁ&%%%lﬁﬁ?b%%\'ﬁja Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah

mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra
kepada Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam
posita gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada
pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-
isteri yang menikah menurut hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, sesuai dengan Fotokopi
Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 12 Agustus 2002, dan sejak bulan
Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi karena sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan
pada pokoknya dapat disimpulkan karena Tergugat tidak perhatian kepada
Penggugat pada saat Penggugat dirawat di rumah sakit, Tergugat sering
cemburu terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua
Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki
lain.

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam sidang,
maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga
seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara
perceraian (lex specialis) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk
menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian
dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri
dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka
berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani
pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak
keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih
meyakinkan adanya perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat.
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putusan.mahlf\ﬁg?]zf\rrﬁ%%gg.ggaiﬁwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil

gugatannya, telah mengajukan bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan pada tanggal 12 Agustus 2002, yang telah diberi
meterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan
maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah
dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), oleh karenanya dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Nursyam
binti Nuba dan Irma binti Babul telah memberikan keterangan dibawah
sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi
tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi mengenai
adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
berasal dari cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat
testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah
persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/
Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de
auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun
penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimoniun de auditu,
namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (first
hand hearsay) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common

Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/
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puwsa@i&?%@”ﬁﬂﬁ&%ﬁQEQ%Iiodvember 1975 keterangan saksi de auditu tersebut
bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih

lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga hanya mengetahui
bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tanpa
mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan saksi-
saksi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pisah
rumah antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Rl Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang
menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan saksi
tersebut di atas sebatas yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dapat diterima
dan dijadikan pertimbangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila
dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-
fakta hukum sebagai berikut:

e Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus
antara Penggugat dan Tergugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

e Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena
Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

e Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan
tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti

Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Tergugat telah

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan
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putusa[genrwn%% |?n%1%%?agglfn+ge'9r1ouh(%an diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara

Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti

itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum
Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3
Kompilasi Undang Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah
tangaga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, akan sulit terwujud,
karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah
dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih maslahat bagi
kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan
Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 Huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu gugatan
Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat
beralasan dan tidak melawan hak, sedang Tergugat sudah dinyatakan tidak
hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R. Bg, petitum Penggugat
yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus
karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya
Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama
Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah
berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
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pUtuSaaanﬂaphekrﬁ‘@a%haargﬁggu%odiedngan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

ME NGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'’in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk
mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dua Pitue dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.H.l.,M.H.
sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.l. dan H. Fitriyadi, S.H.l. Masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustrus 2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1436 Hijrivah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali
Fatoni, S. Ag. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;
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puwsan'mahkaﬂgﬂﬁﬁ Wﬁg%%‘ig 1, Ketua Majelis,

ttd
ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I. Muhlis, S.H.l.,M.H.

Hakim Anggota ll,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Rp 225.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5.
J

Meterai Rp _6.000,00
umlah Rp 316.000,00

Nunukan, 11 Agustus 2015
Salinan sesuai aslinya

Panitera,
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putusan.mahkamahagung.go.id Drs. Mohamad Asngari
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